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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 t.entang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3298);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814) ;

2. Undang-Undang Penetapan Presiden. Nomor 1 Tahun
1965 tentang Pencegaban Penyalahgunaan darr/atau
Penodaan Agama [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 2726);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Forum
Kerukunan Umat Beragama Provinsi Swnatera Sclatan ;

c. bahwa dalsm upaya menjamin ket.ertiban dan. kerukunan
antar umat beragama dalam melaksanakan ibadah
menurut syariatnya masing-masing, perlu dibentuk suatu
wadah sebagai Forum Konsultasi antar Umat Beragama
di Provinsi Sumatera Selatan ;

Menimbang a. bahwa arab kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan
Nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas
pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragarna,
serta peningkatan kerukunan intern dan an tar umat
beragama;

b. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi,
mempunyai kebijakan rnelindungi rnasyarakat, menjaga
persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan .
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4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten tang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
NomoI' 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia NomoI' 3SS6);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437} sebaga.imana. telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Vndang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor J/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara
Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri
kepada Lernbaga Keagamaan di Indonesia;

7. Peraruran Berssma Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nornor 8 Tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama, dan pend irian Ruman Ibadat ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9
Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja. inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Surnatera Selatan (Lernbaran
Daerah 'l'ahun 2008 Nomor 3 Seri DJ sebagalmana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 ten tang Organisasi
dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Pcrencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi SumateTa Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011
Nornor 2 Sen OJ ;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURANGUBERNUR TENTANGPEMBENTUKANFORUM

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSt SUMATERA
SELATAN.
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BABII
PEMBENTUKANFORUMKERUKUNAN

UMAT BERAGAMA
Pasal2

(1) Dengan Peraturan Guberrrur ini dibentuk FKUBProvinsi.
(2) Pengisian personil FKUBProvinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi
oleh Pemerintah Provinsi,

(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) rnemiliki
hubungan yang bersifat konsultatif.

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Suroatera
Selatan.

4. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan
sesama urnat beragama yang dilandasi toleransi, saling
pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan
dalam pengamaian ajaran agamanya dan kerjasama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di
dalam Negara Kesatuan Republik. Indonesia berdasarkan
Paneasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

5. Pemeiiharaan Kcrukunan Umat Beragama adalah upaya
bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang
peiayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat
beragama.

6. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri
tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi.
para pemeluk masing-rnasing agama secara permanen,
tidak terrnasuk tempat ibadah keluarga.

7. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya
disebut Ormas Keagamaan, adalah organisasi non
pernerintah bervisi kebangsaan yang dlbentuk berdasarkan
kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia
secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di
pemerintah dacrah setempat serta bukan organisasi sayap
partai politik.

8. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas urnat beragama
baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak
memimpin ormas keagamaan yang diakui darr/atau
dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

9. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya
disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh
masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka
membangun, memellhara, dan mernberdayakan umat
beragama untuk kerukunan dan kesejahtcraan.

10. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang
dibentuk oleh umat beragama, organisasi masyarakat
keagamaan, atau pengurus rumah ibadah.

11. lzin Mendirikan Bangunan Rumah lbadat, yang selanjutnya
disebut 1MBRumah Ibadat, adalah izin yang diterbitkan
oieh Bupati/Walikota untuk pembangunan Rumah Ibadat.
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(2) Dewan Penasihat FKUBsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:

a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan
pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan
Pemerintah Provinsi dan hubungan antar sesama
instansi pemerintah di daerah dalarn perneliharaan
kerukunan urnat beragama.

(1) Dalarn memberdayakan FKUB,dibentuk Dewan Penasihat
FKUBdi Provinsi.

perbandingan jurnlah pemeluk agama setempat dengan
keterwakilan minimal 1 (satu) orang dad setiap agarna
yang ada di Provinsi.

(4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang
wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang
wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh
anggota.

(5) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal5

sebagaimana
berdasarkan

FKUB Provinsi
(2) ditetapkan

keanggotaan
pada ayat

Komposisi
dimaksud

(3)

Pasal4
(1) Keanggotaan .FKUBterdiri atas pernuka-pemuka agama

setempat.

(2) Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 orang.

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan
kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat,

Pasal3
FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
mempunyai tugas :
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh

masyarakat;

b. menampung aspirasi Orrnas keagarnaan dan aspirasi
masyarakat ;

c. menyalurkan aspirasi Ormas keagamaan dan masyarakat
dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan
Gubernur; dan
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Dana. penyelenggaraan FKUB Provinsi dianggarkan dalam
APBD Provinsi pada setiap tahun anggaran.

BABrv

DANAFKUB
Pasa19

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hUIUf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada
Wakil Gubemur.

masyarakat

Bupati/Wakil
di Provinsi
daerah eli

(1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 7 meliputi :

a. mernelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat
beragama di Provinsi;

b. mengkoordlnaslkan kegiatan instansi vertikal eli
provmsi dalam pemeliharaan kerukunan umat
beragama;

c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling
pengertian, saling menghormaei, dan saling percaya, di
antara umat beragama; dan

d. membina dan rnengkoordinasikan
Bupati dan Walikota/Wakil Walikota
dalam penyelenggaraan pernerintahan
bidang ketenteraman dan ketertiban
dalam kehidupan beragama.

(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Provinsi
menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.

(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasa18

Pasa! 7

Pasal6

Perneliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung
jawab bersama urnat beragama, Pernerintah Provinsi, dan
Pemerintah,

BABIU
PEMELIHARAANKERUKUNAN

UMATBERAGAMA

FKUB Provinsi
ditetapkan dengan

Keanggotaan Dewan Penasihat
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1)
Keputusan Gubernur.

(3)
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H. YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR ..~?

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2012

SEKRETARlS DAERAH
PROVlN SUMATERA SELATAN

EX NOERDfN

Ditetapkan di Palemcang
pada tanggal 25 April 2012
GUBERNUR SUMATl.i:RA SELATAN,

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Gubernur 1111 dengan

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Selatan.

Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Oubernur
ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang
rnengenai pelaksanaannya.

.6.
,.' .

 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto. 

 
H. YUSRI EFFENDI 


